BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas
peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Solok
dalam menjamin keadilan bagi masyarakat terpinggirkan dari
perspektif Siyasah Qadhaiyah, penelitian ini menghasilkan tiga
kesimpulan utama.

Pertama, bentuk-bentuk layanan posbakum pada umumnya
telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
Mekanisme rujukan PTSP-POSBAKUM terbukti efektif menjangkau
masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak mengetahui
adanya layanan bantuan hukum. Layanan yang tersedia mencakup
informasi hukum, Kkonsultasi, nasihat hukum, serta pembuatan
dokumen di seluruh tahapan persidangan mulai gugatan hingga kasasi.
Pada periode Januari-April 2026, sebanyak 236 orang menggunakan
layanan ini dengan mayoritas pengguna perempuan (73,7%) yang
mengajukan  perkara cerai gugat. Namun demikian, layanan
pendampingan litigasi yang sebenarnya tersedia tidak pernah
dimanfaatkan sejak tahun 2019-2020 karena masyarakat tidak
mengetahui keberadaannya.

Kedua, terdapat empat hambatan utama yang dihadapi pencari
keadilan ketika menghadapi persidangan tanpa pendampingan
posbakum, yaitu kendala psikologis berupa rasa takut dan gugup di
ruang sidang, kendala teknis-hukum berupa kurangnya pemahaman
prosedur persidangan terutama pada tahap pembuktian, kendala akses
fisik dan ekonomi seperti biaya transportasi dan hilangnya penghasilan
harian, serta kendala informasi berupa ketidaktahuan masyarakat
mengenai hak-hak prosedural yang dimiliki termasuk layanan

pendampingan litigasi yang tersedia di posbakum.
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5.2

Ketiga, jika dilihat dari perspektif Siyasah Qadhaiyah, layanan
posbakum di Pengadilan Agama Solok telah memberikan manfaat yang
cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan
secara menyeluruh. Dari sisi prinsip kesetaraan, posbakum sudah
membantu masyarakat memperoleh akses yang sama untuk
mendapatkan layanan hukum. Namun, dalam praktik persidangan
masih terdapat ketimpangan, terutama ketika salah satu pihak
didampingi advokat sedangkan pihak lainnya tidak. Dari sisi keadilan,
layanan yang ada sudah cukup membantu untuk perkara sederhana,
tetapi belum maksimal untuk perkara yang lebih rumit karena
masyarakat masih kesulitan memahami proses dan aturan hukum.
Sementara itu, dari sisi perlindungan hak, masih terdapat kekurangan
berupa kurangnya informasi mengenai layanan pendampingan litigasi
serta belum adanya pendampingan yang berkelanjutan dari tahap awal
hingga proses persidangan berlangsung. Secara umum, posbakum
sudah berfungsi dengan baik sebagai sarana awal untuk membantu
masyarakat memperoleh keadilan, tetapi masih perlu diperkuat agar
keadilan benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat

terpinggirkan sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Qadhaiyah.

Saran

Berdasarkan  kesimpulan di  atas, penelitian ini
merekomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dalam pengembangan layanan bantuan hukum bagi
masyarakat marginal.

Pertama, kepada Pengadilan Agama Solok disarankan agar
petugas posbakum secara aktif dan teratur memberikan informasi
mengenai layanan pendampingan litigasi kepada setiap pemohon sejak
awal kedatangan, tanpa harus menunggu pertanyaan dari masyarakat

terlebih dahulu. Selain itu, prosedur untuk memperoleh layanan
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pendampingan litigasi perlu dievaluasi dan disederhanakan agar lebih
mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Program inovatif
Layanan PA Spot yang dilakukan langsung ke kecamatan juga perlu
diperkuat dengan menambahkan kegiatan penyuluhan hukum yang
menjelaskan seluruh layanan posbakum, termasuk layanan
pendampingan litigasi.

Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia
disarankan untuk meninjau kembali ketentuan dalam PERMA yang
membatasi layanan posbakum hanya pada tahap sebelum persidangan.
Ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan untuk diperluas agar
layanan posbakum dapat memberikan pendampingan yang lebih
menyeluruh selama proses persidangan, terutama bagi perkara yang
melibatkan kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga dan penyandang disabilitas. Selain itu,
peningkatan anggaran DIPA untuk layanan posbakum juga penting
dilakukan agar kualitas dan kapasitas pelayanan dapat berkembang
secara lebih optimal.

Ketiga, kepada lembaga pendidikan tinggi hukum yang bekerja
sama dengan posbakum Pengadilan Agama Solok, khususnya UIN Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi, disarankan untuk mengembangkan
kurikulum dan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih
berfokus pada pembekalan mahasiswa dalam memberikan bantuan
hukum secara menyeluruh. Pendampingan tersebut tidak hanya
terbatas pada penyusunan dokumen hukum, tetapi juga mencakup
persiapan masyarakat dalam menghadapi proses persidangan secara
lebih baik.

Keempat, kepada masyarakat selaku pengguna layanan
posbakum disarankan untuk lebih aktif dalam mencari informasi
mengenai seluruh layanan yang tersedia di posbakum, termasuk

layanan pendampingan litigasi, sejak pertama kali datang ke
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Pengadilan Agama Solok. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk
menyampaikan secara terbuka seluruh permasalahan dan kebutuhan
hukum yang dihadapi kepada petugas posbakum, karena semakin
lengkap informasi yang diberikan maka semakin tepat pula bantuan
yang dapat posbakum berikan. Selain itu masyarakat yang pernah
menggunakan layanan posbakum diharapkan turut menyebarluaskan
informasi mengenai keberadaan dan manfaat layanan ini kepada
keluarga, tetangga, maupun warga di sekitarnya yang mungkin juga
membutuhkan bantuan hukum, sehingga akses terhadap keadilan
dapat semakin meluas ditengah masyarakat.

Seluruh upaya perbaikan tersebut pada dasarnya bertujuan
mewujudkan sistem hukum yang mampu menjamin setiap warga
negara memperoleh hak dan keadilan secara setara tanpa
membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun status
sosial. Keadilan yang diharapkan bukan hanya sebatas terpenuhinya
prosedur hukum, tetapi juga keadilan nyata yang dapat dirasakan
masyarakat, terutama kelompok lemah, sebagaimana nilai-nilai Siyasah
Qadhaiyah dan tradisi peradilan Islam yang menekankan perlindungan
terhadap kaum yang membutuhkan. Karena itu, tanggung jawab
menghadirkan sistem bantuan hukum yang lebih adil, inklusif, dan
responsif merupakan amanah bersama bagi negara, lembaga peradilan,
akademisi, dan masyarakat, sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.
Al-Maidah ayat 8: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa.”
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